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MOTTO 

 

ى انَْ تكَْرَهُوْا شَيْـًٔا 
ٰٓ ٰٓى انَْ تحُِبُّوْا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْْۚ وَعَس  هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْْۚ وَعَس  وَّ

ُ يَعْلَمُ وَانَْتمُْ لََ تعَْلَمُوْنَ  هُوَ شَرٌّ لَّكُمْْۗ وَاللّٰه  ࣖشَيْـًٔا وَّ

 

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 

ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui." (QS Al Baqarah 216)  
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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PERPRES NO. 58 TAHUN 2023 

TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA, 

PADA ASPEK KEBEBASAN BERKEYAKINAN. (studi 

kebebasan berkeyakinan dan Indeks Demokrasi Indonesia di 

provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah). 
 

Skripsi ini membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 

Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada aspek 

kebebasan berkeyakinan serta keterkaitannya dengan penurunan 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bengkulu ditinjau 

dari perspektif fiqh siyasah. Fokus permasalahan dalam penelitian 

ini meliputi bagaimana implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 

2023 dalam penguatan moderasi beragama terhadap kebebasan 

berkeyakinan serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap 

implementasi kebijakan tersebut dalam konteks demokrasi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 

instansi terkait, antara lain Pemerintah Daerah Provinsi 

Bengkulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Bengkulu, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta organisasi 

keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres 

Nomor 58 Tahun 2023 di Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan 

melalui berbagai program penguatan moderasi beragama, namun 

belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan skor Indeks 

Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan berkeyakinan. 

Beberapa faktor penghambat yang ditemukan antara lain 

keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, 

serta masih adanya potensi diskriminasi dalam praktik kebebasan 

berkeyakinan. Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan penguatan 

moderasi beragama pada prinsipnya sejalan dengan tujuan syariat 

Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga agama 

dan kemaslahatan umat, namun implementasinya perlu dilakukan 

secara lebih adil, inklusif, dan konsisten agar tidak bertentangan 
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dengan prinsip kebebasan berkeyakinan sebagai hak asasi 

manusia. 

 

Kata Kunci: Perpres Nomor 58 Tahun 2023, moderasi 

beragama, kebebasan berkeyakinan, Indeks Demokrasi Indonesia, 

fiqh siyasah. 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION 

NUMBER 58 OF 2023 ON STRENGTHENING RELIGIOUS 

MODERATION IN THE ASPECT OF FREEDOM OF 

BELIEF (A Study of Freedom of Belief and the Indonesian 

Democracy Index in Bengkulu Province from the Perspective 

of Fiqh Siyasah) 

 

This thesis examines the implementation of Presidential 

Regulation Number 58 of 2023 on Strengthening Religious 

Moderation, particularly in the aspect of freedom of belief, and its 

relation to the decline of the Indonesian Democracy Index (IDI) 

in Bengkulu Province from the perspective of fiqh siyasah. The 

focus of this research includes analyzing how Presidential 

Regulation Number 58 of 2023 is implemented in strengthening 

religious moderation with regard to freedom of belief, as well as 

how fiqh siyasah views the implementation of this policy within a 

democratic context. This study employs a qualitative research 

method with an empirical juridical approach. Data collection 

techniques include interviews, observations, and documentation 

studies involving relevant institutions, namely the Bengkulu 

Provincial Government, the Bengkulu Provincial Agency for 

National Unity and Politics, the Regional Office of the Ministry 

of Religious Affairs of Bengkulu Province, the Forum for 

Religious Harmony, as well as religious organizations such as 

Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah (MU). The results of 

the study indicate that the implementation of Presidential 

Regulation Number 58 of 2023 in Bengkulu Province has been 

carried out through various programs aimed at strengthening 

religious moderation; however, it has not yet been fully optimal 

in improving the Indonesian Democracy Index score, particularly 

in the aspect of freedom of belief. Several inhibiting factors were 

identified, including limited resources, weak cross-sectoral 

coordination, and the continued potential for discrimination in the 

practice of freedom of belief. From the perspective of fiqh 

siyasah, the policy of strengthening religious moderation is, in 
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principle, aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-

sharī‘ah), especially in safeguarding religion and public welfare. 

 

Keywords: Presidential Regulation Number 58 of 2023, religious 

moderation, freedom of belief, Indonesian Democracy Index, fiqh 

siyasah.  
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